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Abstract

This study aims to empirically test the direct infloence of the General Allocation Fund (DAU), Capital
Expenditure (BM), Regional Revenue (PAD) and Economic Growth towards Unemployment and Poverty at
the Regency /Municipality in the province of DIY.

Sample in this study is overall regencies and municipalities located in DIY as a whole in the year 2006 to 2010.
Sample is used, based on the realization of Regional Revenue and Expense Budget (RAPBD)
regency/municipality regional government. Data were analyzed using multiple regression techniques with
analysis path model and eviews.

The results test showed that the variable of General Allocation Fund {DAU) has a positive effect on Capital
Expenditure, Capital Expenditure positive impact on the Regional Revenue, Capital Expenditures have no
effect on Economic Growth, Regional Revenue positive impact on Economic Growth, Economic Growth has
no effect on reducing Unemployment, and Growth Economic impact on Poverty reduction,

Keywords: General Allocation Fund, Capital Expenditures, Regional Revenue, Economic Growth, Unemployment and

Poverty

PENDAHULUAN dalam sisten adminstrasi pemerintahan,

Keinginan  untuk  meningkatkan terutama dalam  kebijakan  penyusunan
kemandirian dalam struktur perekonomian anggaran daerah. Permasalahan-permasalahan
Indonesia, telah menjadi kencenderungan tersebut mengakibatkan diterbitkannnya UU
yang kuat sejak akhir tahun 198Q-an. Hal No. 32 tahun 2004 yang merupakan
tersebut didasari oleh keinginan pemerintah penvempurnaan terhadap UU No. 22 tahun
untuk meningkatkan kemandirian 1999. Dalam kenyataannya, UU No. 32 tahun
perekonomian  daerah  melalui  konsep 2004 secara tidak langsung telah mengadakan
desentralisasi dalam wacana otonomi daerah. perubahan yang sangat mendasar terhadap

Wacana mengenai Otonomi daerah ini sistem  adminstrasi  pemerintahan  dan
telah berkembang lama di Indonesia, namun keuangan daerah.
secata jelas baru dimulai tahun 1974 dengan Pelimpahan kewenangan dari
diterbitkannya UU No. 5 tahun 1974, pemerintah pusat ke pemerintah daerah
undangundang  ini  tidak  terlaksana dalam pengelelolaan sumber daya yang
sebagaimana diharapkan. Oleh karena itu dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif,
diterbitkanlah UU No. 22 tahun 1999 sebagai memberikan konsekuensi adanya tuntutan
pengganti UU No. 5 tahun 1974. Penyerahan peningkatan kemandirian daerah. Daerah
urusan menjadi  kunci perbedaan kedua diharapkan mampu meningkatkan ekonomi
undang-undang ini. UU No. 22 tahun 1999 dan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga,
menimbulkan berbagai permasalahan penting pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi
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pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal,
melakukan alokasi yang lebih efisien pada
berbagai potensi lokal dengan kebutuhan
publik (Mardiasmo, 2002 dan Harianto dan
Adi, 2007)

Menurunnya peranan PAD terhadap
pengeluaran rutin dan pengeluaran total
dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi
peningkatan peranan mekanisme transfer dari
pemerintah pusat melalui dana perimbangan
(Mahi, 2005). Tujuan utama pemberian dana
perimbangan dalam kerangka otonomi daerah
untuk pemerataan kemampuan fiskal pada
tiap daerah (equalizing transfer) (Ehtisham,
2002).

Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU)
mempunyai tujuan utama untuk memperkuat
kondisi fiskal daerah. Melalui kebijakan bagi
hasil SDA diharapkan masyarakat daerah
dapat merasakan hasil dari sumber daya alam
vang dimilikinya. Hal ini karena selama
pemerintahan orde baru hasil SDA lebih
banyak dinikmati oleh pemerintah pusat
(Devas, 1989). '

Kemajuan kinerja perekenomian
negara ataupun daerah dapat dilihat dari tiga
indikator utama perekonomian. Adapun tiga
indikator utama perkonomian terseburt adalah
pertumbuhan perekonomian, tingkat
pengangguran dan tingkat kemiskinan. Adi
(2005) menjelaskan bahwa terjadi disparitas
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
antar daerah (kabupaten dan kota) dalam
tiskal.

terjadinya

pelaksanaan  desentralisasi Nanga

(2005)
ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi

mengindikasikan

hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan
ekonomi daerah.
untuk meningkatkan

daerah  rtidak
memberikan arti apabila tidak diikuti dengan

Upaya

pendapatan  asli akan

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini Brata (2004)
menyatakan bahwa terdapat dua komponen

sesuai dengan

penerimaan daerah yang berpengaruh positif
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secara signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi regional. Kedua komponen tersebut
adalah PAD dan Bagian Sumbangan &
Bantuan. Namun demikian, penelitian Brata
(2004) belum mencakup periode setelah
otonomi daerah sehingga hubungan PAD dan
pertumbuhan ekonomi dapat saja mengarah
ke hubungan negatif jika daerah terlalu
ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan
daerahnya. Pertumbuhan ekonomi diukur
dengan mengunakan pertumbuhan produk
domestik  bruto (PDB/PDRB) riil ~ akan
memberikan gambaran pertumbuhan output

PDRB riil tidak

memasukkan inflasi. Secara umum tingkat

secara nyata, karena
pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan
mempengaruhi tingkat pengangguran dan
kemiskinan.

Kaitan antara pengangguran,
kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dapat
memberikan ilustrasi dan pemahaman secara
deskriptif mengenai kualitas pembangunan
Indonesia.  Berbagai  literatur  ilmiah
menunjukkan bahwa manusia merupakan
faktor utama dalam pembangunan. Proses
pembangunan suatu daerah tidak lagi dapac
dipahami secara terbatas pada pertumbuhan
ekonomi semata, namun harus pula memuat
didalarnnya proses pembangunan manusia.
Jika pembangunan manusia dipahami sebagai
upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan manusia, maka

kumpulan berbagai
kemiskinan justru dipahami harus bergerak
kearah yang berlawanan (penurunan angka
kemiskinan).

Wong (2004) menunjukkan bahwa
pembangunan infrastruktur industri
mempunyai dampak yang nyata terhadap
kenaikan pajak daerah. Dengan terpenuhinya
fasilitas publik maka masyarakat merasa
nyaman dan dapat menjalankan usahanya
dengan efisien dan efektif sehingga pada
akhirnya akan meningkatkan partisipasi
publik dalam pembangunan. Semakin tinggi

tingkat investasi modal diharapkan mampu
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meningkatkan kualitas layanan publik dan
pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat
partisipasi publik terhadap pembangunan
vang tercermin dari adanya peningkatan PAD
(Mardiasmo, 2002).

Penelitian ini akan berusaha menguji
secara empiris pengaruh dari dana alokasi
umum terhadap belanja modal, pengaruh
belanja modal terhadap pendapatan asli
daerah, pengaruh langsung belanja modal

terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh

pendapatan asli daerah terhadap
pertumbuhan  ekonomi, serta pengaruh
pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat

pengangguran dan tingkat kemiskinan pada

propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
2004-2008.

Hipotesis Pengembangan dan Model
Penelitian
Hubungan Dana Alokasi Umum dan
Belanja Modal

Di beberapa daerah peran DAU sangat
signifikan karena kebijakan belanja daerah
lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada
PAD (Sidik et al, 2002) Berdasarkan
penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-
Eakin et. al. (1985) menvyatakan bahwa
terdapat  keterkaitan
transfer dari pemerintah pusat dengan belanja

sangat erat antara
pemerintah daerah. Secara spesifik mereka
menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan
pemerintah daerah dalam jangka pendek
disesuaikan {(adjusted) dengan transfer yang
diterima, sehingga memungkinkan terjadinya
respon yang non linier dan asimetri. Legrenzi
& Milas (2001) menemukan bukti empiris
dalam jangka panjang transfer berpengaruh
terhadap belanja modal dan pengurangan
jumlah  transfer  dapat  menyebabkan
penurunan dalam pengeluaran belanja modal.
Gamkha dan Qates (1996) menyatakan bahwa
pengurangan jumlah transfer menyebabkan
penurunan dalam  pengeluaran  daerah.

Syukriy dan Halim (2004) menyatakan bahwa
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DAL tahun berjalan berpengaruh positif
daerah
kabupaten/kota di Jawa-Bali. Hal ini juga
tidak  berbeda hasil
Maimunah (2006) yang melakukan penelitian
di kabupaten/kota di pulau Sumatera.
Prakoso (2004), Harianto dan Adi (2007},
(2007),

Andriana {2009) memperoleh remuan empiris

tethadap belanja tahun berjalan

dengan penelitian

Darwanto dan  Yustikasari serta
yang sama yang menunjukkan bahwa jumlah
belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi
umum yang diterima dari pemerintah pusat.
Hasil penelitan Susilo dan Adi (2007),
semakin memperkuat kecenderungan ini.
Mereka menemukan bahwa kemandirian
daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang
terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan
daerah
pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin
Hal ini
perilaku belanja daerah khususnya belanja

pemerintah tethadap  transfer

tinggi. mengindikasikan bahwa

modal akan sangat dipengaruhi sumber

penerimaan ini. Sehingga Dana Alokasi
Umum berpengaruh positif terhadap Belanja
Modal.
dikembangkan dari pemaparan ini adalah:
Hl: Dana Alokasi Umum (DAU)
berpengaruh positif terhadap Belanja
Modal pada kabupaten/kota propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta 2006-2010.

Hipotesis penelitian  yang dapat

Hubungan Belanja Modal dan Pendapatan
Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
Daerah
Bertambahnya belanja modal maka

akan berdampak pada periode yang akan
yaitu
meningkat dan bertambahnya investor akan

pendapatan daerah.
2005). (2002)
mengatakan bahwa peningkatan pemerintah
modal)

diharapkan mampu meningkatkan kualitas

datang produktivitas  masyarakat

meningkatkan asli
(Abimanyu, Mardiasmo

daerah dalam investasi (belanja

layanan publik dan pada gilirannya mampu

meningkatkan tingkat kontribusi publik



Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Vol. 5 No.1, 64-75

terhadap pembangunan yang tercermin dari
adanya peningkatan PAD. Wong (2004) juga
bahwa

infrastruktur  industri mempunyai  dampak

menunjukkan pembangunan

yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah.
Adi  (2006)

belanja modal

Penelitian  yang  dilakukan
bahwa
dampak vyang positif “dan

signifikan terhadap PAD.

Penelitian Susilo dan Adi (2007), serta
Setiaji dan Adi (2007) memberikan fakra
empirik tidak adanya peningkatan kontribusi
(share) PAD terhadap belanja daerah. Daerah
lebih
pendanaan lain dalam pembiayaan. Penelitan

yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim
(2003) menunjukkan adanya pengarub yang

menyatakan

memberikan

justru mengandalkan  sumber

kuat belanja daerah terhadap peningkatan
pendapatan asli daerah. Hal ini juga didukung
oleh penelitian Adi (2007) bahwa belanja
modal  berpengaruh  positif  terhadap
pendapatan asli daerah Hipotesis penelitian
yang dapat dikembangkan dari pemaparan ini
adalah:

H2: Belanja Modal

terhadap DPendapatan Asli Daerah

berpengaruh positif

pada  kabupaten/kota  propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta 2004-
2008

Kuncoro  (2004)  mengindikasikan

bahwa pembangunan sarana dan prasarana
oleh pemerintah daerah berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi. Adi (2007)
mengatakan bahwa pembentukan modal
didefenisikan
sehingpa mencakup semua pengeluaran yang

Maka

dan

tersebut  harus secara luas

sifatnya menaikkan  produktifitas.

dengan  ditambahnya  infrastrukeur
perbaikan infrastruktur yang sudah ada oleh

akan

pemerintah,  diharapkan memacu
pertumbuhan  perekonomian  di  daerah.
Pertumbuhan  ekonomi  daerah  akan
merangsang meningkatnya  pendapatan

penduduk di daerah vang bersangkutan,
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seiring dengan meningkatnya pendapatan

penduduk akan berdampak pada
meningkatnya pendapatan perkapita. Saragih
(2003) mengatakan bahwa jika pemerintah
daerah

pembangunan lebih besar dari penegeluaran

menetapkan  anggaran  belanja

rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran
daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan
ekonomi daerah. Bland dan Nunn (1992)
mengungkapkan bahwa pengeluaran daerah
dan peninkatan investasi modal berpengeruh
signifikan terhadap faktor ekonomi dan faktor
dan Liu {(2000)

menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk

politik, sedangkan Lin

meningkatkan  investasi ~ modal  guna

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penclitian  vang dilakukan  Adi  (2006)
membuktikan  babhwa  belanja  modal
mempunyai  pengaruh  positif terhadap

pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dikarenakan alokasi belanja
modal untuk pengembangan infrastruktur
penunjang perekonomian mendorong tingkat
produkifitas penduduk. Pada gilirannya hal
ini  dapat  meningkarkan  pendapatan
masyarakat secara umum yang tercermin
dalam pendapatan perkapita dan akhirnya

pertumbuhan
daerah.

hipotesis penelitian yang dapat dikembangkan

akan meningkatkan

perekonemian  suatu Sehingga
dari pemaparan ini adalah:

H3: Belanja Modal berpengaruh  positif

terhadap Pertumbuhan  Ekonomi
pada kabupaten/kota propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta 2006-
2010.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan

Pertumbuhan Ekonomi
Daerah  vyang

pertumbuhan PAD yang positif mempunyai

memiliki  tingkat

kemungkinan  untuk  memiliki tingkat
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. PAD
berpengaruh positif dengan perrumbuban

ekonomi di daerah (Brata, 2004). Tambunan
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(2006} mengindikasikan bahwa Pertumbuhan
PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
itu. Peningkatan PAD harus berdampak pada
perekonomian daerah (Saragih, 2003). Oleh
karena itu, daerah tidak akan berhasil bila
daerah

ekonomi

tidak mengalami pertumbuhan

vang berarti meskipun terjadi
peningkatan penerimaan PAD. Bila yang
terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan
adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat
berlebihan
peningkatan produktifitas masyarakat itu
sendiri (Harianto dan Adi, 2007). Sehingga

Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan

secara tanpa memperhatikan

pertumbuhan
2004).
Sehingga hipotesis penelitian yang dapat

menyebabkan  peningkatan

ekonomi daerah itu (Kuncoro,
dikembangkan dari pemaparan ini adalah:

H4:  Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

positif ~ terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi  pada  kabupaten/kota
propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2006-2010.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan
Pengangguran dan Kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi dan
pengangguran memiliki hubungan yang erat
karena penduduk yang bekerja berkontribusi
barang dan

dalam  menghasilkan jasa

sedangkan pengangguran tidak memberikan

kontribusi. Studi yang dilakukan oleh
ekonom Arthur Okun mengindikasikan
hubungan negatif antara pertumbuhan
ekonomi dengan pengangguran, sehingga

semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin
rendah
(Laporan

tingkat pertumbuhan  ekonomi

Perkembangan Ekonomi dan
Perbankan Kep. Bangka Belitung Triwulan 11,
2006). Hulu  (2009)

pengaruh ekonomi terhadap pengangguran

mengindikasikan

menunjukkan  pengaruh  positif  secara

signifikan. Sehingga hipotesis penelitian yang
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dapat dikembangkan dari pemaparan ini

adalah:

H5: Pertumbuhan Daerah
berpengaruh negatif terhadap Tingkat

Ekonomi

Pengangguran pada kabupaten/kota
propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2006-2010.
Faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan (Evrani, 2008) adalah Investasi
riil, Human Capital, Jumlah uang yang beredar
riil, Tingkat bunga deposito riil 12 bulan dan
Ekspor riil. Dapat kita lihat pertumbuhan
ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai
faktor. Sedangkan sisi lain tingkat inflasi dan
juga
berpengaruh terhadap tingkat pengangguran
{Putri, 2009).
Hasil analisis dampak pertumbuhan

pertumbuhan  ekonomi dapat

ekonomi jumlah

bahwa
pertumbuhan berpengaruh signifikan dalam

terhadap  penurunan

penduduk miskin menunjukkan
mengurangi kemiskinan, namun magnitude
pengaruh tersebut relatif tidak besar (Siregar,

2007). Zulfachri (http/AMamw.digiiib.ui.acid)

menemukan bahwa peningkatan pendapatan

per kapita mendorong perlambatan laju
pertumbuhan kemiskinan, sebaliknya
ketidakmerataan pendapatan akan

meningkatkan laju pertumbuban penduduk

miskin. Ketimpangan pendapatan
mempercepat laju perrumbuhan kemiskinan,
ini dapat dilihat dari pangsa pendapatan
perkotaan yang berpengaruh positif terhadap
peningkatan  jumlah penduduk  miskin.
Hamzah (2006) bhahwa

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh

menvatakan

signifikan  terthadap  kemiskinan  dan

pengangguran sehingga hipotesis penelitian

yang dapat dikembangkan dari pemaparan ini

adalah:

H6:  Pertumbuhan Daerah
berpengaruh negatif terhadap Tingkat

kabupaten/kota

Ekonomi

Kemiskinan pada
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Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam penelitian ini, dapat diperoleh

2006-2010. gambaran adanya intergrasi hubungan antara
berbagai variabel yang ditunjukkan dengan
Model Penelitan model struktural  seperti  dalam  gambar
berikut ini :
——»[ Pengangguran ]
HS
H4
Pertumbuhan
DAU PAD — Ekonomi ]—
H1
H2 H6
| BM H3 —b[ Kemiskinan }
METODE PENELITIAN Generalized Least Squares {GLS) digunakan

Sampel dalam penelitian ini adalah
kabupaten/kota pada propinsi DIY. Data yang
dianalisis bersumber dari Realisasi APBD
Propinsi DIY tahun 2006-2010 dan Laporan
PDRB tahun 2006-2010, tingkat
pengangeuran dan kemiskinan tahun 2006-
2010 di kabupaten/kota propinsi DIY.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan
menggunakan persamaan regresi. Alat analisis
yang digunakan adalah path analysis dengan
metode Generalized Least Squares (GLS).

untuk menguji dan membuktikan hipotesis
vang diajukan. Analisis Path digunakan untuk
menguji hipotesis yang ada pada penelitan
dengan mengeunakan  eviews,  karena
dimungkinkan pengujian hubungan secara
simultan variabel dependent pengangguran
dan kemiskinan terhadap variabel-variabel lain
yaitu DAU, Belanja Modal, PAD dan
Pertumbuhan Ekonomi serta pengaruh tidak
langsung antar wvariabel independen dan

variabel dependent.

Analisis regeresi yang digunakan dalam model sebagai berikut:

BM = BLDAU * €l
PAD = Bl 1BM # €2 oo,
PE= PBL0 BMBZPAD * €3,
ANGG = BIPED [ + €5 oo
MS = BLT 1 PE 4 e6umereoereeroeeeeneceesrene

BM = belanja modal

............................................... {(3dan4)
........................................................ (5)

DAU = dana alokasi umum

PAD = pendapatan asli daerah PE = percumbuhan ekonomi

ANGG = pengangguran

MS = kemiskinan
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HASIL
Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menjelaskan

deskripsi data dari sluruh variabel vang
dimasukkan dalam model penelitian. Statistik
deskriptif digambarkan pada tabel 1 terdiri

dari nilai mean, median, nilai maksimum,
minimum, standar deviasi, skewness, jarque
Bera, probabilitas, dan jumiah obeservasi
sernua variabel penelitian dari data periode
2006-2010.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

DAU BM PAD PE MS | ANGG
Mean 371,000,000,000 74,500,000,000 61,800,000,000 | 4.46 | 20.87 7.10
Median 365,000,000,000 | 71,500,000,000 1 44,000,000,000 | 4.52 | 20.25 7.30
Maximum 593,000,000,000 | 303,000,000,000 | 141,000,000,000 | 5.25 | 37.09 11.96
Minimum 158,000,000,000 4,690,000,000 | 17,500,000,000 | 2.02 | 9.78 1.53
Std. Dev. 128,000,000,000 | 62,600,000,000 | 37,600,000,000 [ 0.69 | 8.01 2.92
Skewness 0.09 1.85 Q.67 -1.80( 0.20 Q.17
Kurtosis 1.92 8.06 221 7.09| 196 2.09
Jarque-Bera 1.246076 40.95283 2.509684 | 30.87 | 1.30 0.99
Probability 0.536313 0 0.285121 | 0.00| 052 0.61
Observations 25 25 25 25 25 25
Cross sections 5 5 5 5 5 5

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2010

Nilai DAU terendah adalah Kabupaten
Gunung Kidul pada tahun 2007 yaitu sebesar
Rp. 158.000.000.000 dan nilai DAU tertinggi
adalah Kabupaten Sleman pada tahun 2008
vaitu sebesar Rp. 593.000.000.000. Belanja
Modal tertinggi terjadi di kabupaten Bantul
tahun 2008 yaitu sebesar Rp.
303.000.000.000 dan Belanja Modal terendah
terjadi di kabupaten Bantul tahun 2006 vaitu
sebesar Rp. 4.690.000.000. PAD tertinggi
terjadi di kabupaten Sleman tahun 2010 yaitu
Rp. 141.000.000.000 dan PAD
terendah terjadi di kabupaten Kulon Progo
tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 17.500.000.000.
Laju PDRB terendah terjadi di Kabupaten
Bantul pada tahun 2008 vyaitu sebesar 2,02%

sebesar
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dan laju PDRB tertinggi terjadi di Kabupaten
Sleman tahun 2006 yaitu sebesar 5,25%.
Kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten
Kulon Progo pada tahun 2010 yaitu sebesar
37,09% dan Prosentase kemiskinan terkecil
terjadi di kota Yogyakarta tahun 2009 yaitu
9.78%. Jurnlzh
pengangguran terbesar terjadi di Kabupaten

sebesar persentase
Sleman pada tahun 2007 vyaitu sebesar
11.96%
penganggurannya terjadi Kabupaten Kulon
Progo tahun 2006 sebesar 1.53%.

dan terendah tingkat

Analisis Statistik
Hasil analisis statistik dengan analisis GLS
digambarkan pada tabel 2.
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Tabel 2. Hasil pengolahan GLS

Model | Dep. Var Ind. Var Koef. Reg tstat. | Sigt Adj. RZ | F Staristic SigF
1| BM? C 45,000,000,000 | -6.340 | 0.000 0.879 166.9088 | 0.000
DALY 0.341 | 15.243 | 0.000
2 | PAD? C 41,100,000,000 | 9.271 | 0.000 |  0.026 0.619 ] 0439
BM!? 0.122 5.208 | 0.000
3| PE C 4.243 | 22.052 | 0.000 0.900 109.436 0.000
BM!? -3.28E-12  -1.395 | 0.177
PAD? 7.58E-12 5.572 | 0.000
4 | ANGG? C © 2001 ] 1761 0092  0.555 28.637 | 0.000
PE? 2.087 7.492 | 0.000
5 | MS? C 25.926 7.871 1 0.000 0.479 21.193 | 0.000 |
PE? -1.290 | -1.817 1 0.082
Sumber: Data diolah, 2010
Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis 3 dan 5 dikarenakan keempat hipotesis  tersebut

tidak terdukung karena arah koefisien yang
berbeda hasil
Hipotesis 3 terdukung

dengan
tidak
karena nilai probabilitas {sig-t) sebesar 0.177
lebih dari 0.05. Tidak
terdukungnya hipotesis 5 dikarenakan nilai
probabilitasnya (sig-t) sebesar 0.000 lebih kecil
dari alpha 0.05 yang berarti terdapat pengaruh

dihipotesiskan
pengujian.

besar alpha

secara  signifikan  positif  pertumbuhan

ekonomi terhadap tingkat pengangguran. Hal
ini bertolak belakang dengan hipotesis yang

diajukan  yakni  pertumbuhan  ekonomi
berpengaruh  negatif  terhbadap  tingkat
pengangguran. Hipotesis yang terdukung

adalah hipotesis 1, 2, 4, dan 6. Hal ini

memiliki nilai probabilitas (sigt) lebih kecil
dari alpha 0.05.

Hasil analisis statistik GLS belum memiliki
yang Untuk

menentukan koefisien path harus ditentukan

nilai  beta terstandarisasi.
berdasarkan beta vyang terstandarisasi yang
tidak tampak dalam hasil
EVIEWS.

terstandarisasi dapat dilakukan degan rumus

pengolahan

Perhitungan  koefisien  beta
sebagai berikur:

Beta = b. SX/SY
b = koefisen regresi, SX = Standar deviasi X,
dan SY = Standar deviasi Y
Koefisien beta terstandarisasi (koefisien path),

seperti tabel berikut:

Tabel 3. Kogfiser_l Path

Dep. Var | Ind. Var Koefisien $X SY Koef. Path
BM DAU 0.341 1.28E+11 | 6.26E+10 0.698
PAD BM 0.122 6.26E+10 |  3.76E+10 0.203
PE BM -3.28E-12 6.26E+10 | 0.694882 0.295
' PAD 7.58E-12 3.76E+10 | 0.694882 0.410
ANGG PE 2.087 0.694882 2.91857 0.497
MS PE -1.290 0.694882 |  8.009445 0.112 |

Sumber: Data diolah, 2010
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Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan maka dapat digambarkan jalur hubungan masing-

masing variabel sebagai berikut:

0,497
(p=0,000)
0,410 > Pengangguran
(p=0,000)
Pertumbuhan
[ DAU ] [ PAD ] Ekonomi
y Y
0,698 0,203 0,295 0,112
(p=0,000) (p=0.000) (p=0,177) (p=0,041)
v
BM

——p[ Kemiskinan ]

Gambar 2, Diagram Jalur menurut masing-masing koefisien path.

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi
hubungan langsung DAU terhadap BM sebesar  0.410.  Hubungan  langsung
adalah sebesar 0.698. Hubungan langsung BM Pertumbuhan Ekonomi terhadap

terhadap PAD sebesar 0.203. Hubungan

Pengangguran sebesar 0.497 dan hubungan

langsung Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Kemiskinan sebesar -0.041.

BM  terhadap  Pertumbuhan
Ekonomi sebesar -0.295. Hubungan langsung

langsung

Tabel 4. Hubungan Langsung, Hubungan Tidak Langsung dan Hubungan Total

Variabel Hubungan Hubungan Hubungan
langsung tidak langsung total

DAU —-BM 0,698

BM — PAD 0,203

DAU —-BM—PAD 0,142

PAD — PE 0,410

BM — PE 0,295

BM — PAD — PE 0,084

PE > ANGG 0,497

PE 2> MS 10,112

PAD—-PE—->ANGG 0,204

PAD—PE-»MS 0,049

BM—PE—-S>ANGG 0,147

BM—PE—MS 0,033

DAU—->BM—PAD—>PE—SANGG 0,029

DAU—-BM -»PE->ANGG 0,102

DAU—-»>BM—PAD->PE>MS 0,007

DAU—-»BM —-PE—->MS 0,023

Model Pengangguran 0,131

Model Kemiskinan 0,030

72



Jurnal llmiah Sesial dan Humaniora Vol. 5 No.1, 64-75

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian
peningkatan Dana Alckasi Umum
mempengaruhi Belanja ~ Modal  vang

dikeluarkan kabupaten/kota dipropinsi DIY.
Peningkatan Belanja Modal mempengaruhi
Pendaparan  Asli  Daerah.  Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah juga mempengaruhi
Peningkatan

Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan  Ekonomi  mempengaruhi
penurunan tingkat kemiskinan. Tetapi setiap
peningkatan Belanja Modal justru tidak
mempengaruhi Perrumbuhan Ekonomi pada
daerah sampel. Sama halnya dengan Belanja
Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
peningkatan Pertumbuhan Ekonomi tidak
diikuti dengan penurunan angka
pengangguran.
Hal ini

pertumbuhan  ekonomi  hanya  didasarkan

disebabkan karena

pada angka-angka makro saja, seperti tingkat

inflasi yang terkendali, nilai tukar rupiah yang

yang menguat dan lainlain, sedangkan pada
sektor riil khususnya Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) kurang berkembang dan
berdaya sehingga kurang atau ridak menyerap
jumlah  pengangguran. Selain  itu, juga
dikarenakan fungsi intermediasi perbankan
dalam menyalurkan kredit kepada sektor riil
juga relatif kecil sehingga pertumbuhan sekror
riil juga stagnan bahkan menurun. Akibatnya,
daya serap sektor riil terhadap jumiah
pengangguran  tidak  berjalan  sebagaimana
mestinya. Ditambah lagi, akumulasi modal
untuk pertumbuhan ekonomi bukan lebih
hanyak dibelanjakan untuk belanja publik,
tetapi  disimpan  pada  Sertifikar  Bank
Indonesia (SBI) dan pertambahan  jumlah
penduduk khususnya angkatan kerja melebihi
dari pertumbuhan ekenomi yang ada. Selain
itu pertumbuhan pengangguran yang ada di
Yopyakarta akibat minimnya lapangan kerja
lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

stabil, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
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